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SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DI INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan
untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang
profesional perlu dilakukan perubahan secara
sungguh-sungguh dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi
pemerintahan yang professional diperlukan agen
perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola
pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi
Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Pedoman Pembangunan Agen perubahan

di Instansi Pemerintah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

3. Instruksi....



. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya
Pengembangan Budaya Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN
PERUBAHAN DI INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 1

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah,

dimaksudkan untuk:

(1) Membantu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam

memahami pembangunan agen perubahan di lingkungannya;

(2) Memberikan..



(2) Memberikan panduan kepada Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah dalam merencanakan, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agen perubahan;

(3) Memberi kemudahan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan.
Pasal 2
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijelaskan dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 3

Instansi Pemerintah dapat membentuk agen perubahan di

lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2014

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1455

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
ttd

Herma Suryatman



1.1

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATUR
NEGARADAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN
PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DI INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam

paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi
pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,
bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik
secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan
kode etik perilaku aparatur negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada delapan area
penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara
sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan
tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya
kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk
mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi.
Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan
perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga
dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna
kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja
yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target
kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya
pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya
kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan
berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi.
Pimpinan organisasi mempunyai lingkar pengaruh yang luas, sehingga
perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk
bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-
nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah
perilaku bawahannya. Selain wunsur pimpinan, untuk mempercepat
perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan

beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang



sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh
individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan individu atau kelompok
anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk
dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus
dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi
yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen
Perubahan.

Individu yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan bertanggung jawab
untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai
peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan
fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk
melaksanakan pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya instansi

pemerintah diperlukan suatu pedoman.

1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan pedoman pembangunan Agen Perubahan ini
dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Instansi Pemerintah dalam
membangun Agen Perubahan dilingkungannya.
Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman ini adalah untuk:

a. Membantu instansi pemerintah dalam memahami pembangunan Agen
Perubahan di lingkungannya;

b. Memberikan panduan kepada instansi pemerintah dalam merencanakan,
memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Agen
Perubahan;

c. Memberi kemudahan bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan Agen Perubahan di lingkungannya.

1.3 Sasaran
Sasaran disusunnya pedoman pembangunan Agen Perubahan pada

Instansi Pemerintah adalah:

a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam
penyelenggaraan pembangunan Agen Perubahan;

b. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan Agen
Perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi;

c. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan

manajemen perubahan.



1.4

Asas Pembangunan Agen Perubahan

Beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembangunan Agen

Perubahan agar dapat berjalan efektif adalah:

1.5

1.6

a. Komitmen Pimpinan. Pembangunan Agen Perubahan akan berhasil

apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi. Komitmen dan
keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi adalah sebuah keharusan

untuk pembangunan Agen Perubahan.

. Partisipatif. Perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh

komponen yang terlibat dalam proses pembangunan Agen Perubahan.

. Rasa Memiliki. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dalam suatu

organisasi, dapat mendorong terjadinya perubahan dan mempertahankan

momentum pembangunan Agen Perubahan tetap terpelihara.

. Ketersediaan Sumber Daya. Pelaksanakan pembangunan Agen

Perubahan membutuhkan investasi sumber daya yang mampu
mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dana,

personil, waktu serta sarana dan prasarana.

. Lingkungan yang Kondusif. Perlunya diciptakan lingkungan internal

organisasi yang kondusif bagi Agen Perubahan, khususnya terkait
dengan kebijakan pimpinan organisasi agar dapat melaksanakan
perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan

berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pembangunan Agen Perubahan mencakup
pengaturan tentang: Pembentukan Agen Perubahan; Peran tugas,
mekanisme dan rencana tindak; Pembinaan dan pengembangan; serta

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi
pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan
dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang
tinggi di lingkungan organisasinya.

b. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah

c. Individu adalah pimpinan dan/atau pegawai instansi pemerintah.

d. Kelompok kumpulan dari individu-individu dalam suatu instansi
pemerintah yang memiliki tujuan yang sama.

e. Unit Kerja adalah wunit/satuan kerja di lingkungan Instansi

Pemerintah



f. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan
sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran
pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat
terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.

g. Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim RBI) adalah tim yang dibentuk
oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas
mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal Instansi

Pemerintah.



2.1

BAB II
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Kriteria Agen Perubahan

Kriteria bagi setiap individu organisasi untuk dapat dipilih menjadi

Agen Perubahan adalah:

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI.

b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

C.

2.2.

Tahapan yang harus dilakukan dalam membentuk Agen Perubahan

Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

.Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap
penegakan aturan disiplin dan kode etik.

. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya

Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya

peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tahapan Pembentukan Agen Perubahan

meliputi :

1) Tahap Penjaringan awal, yang dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:

a. Pimpinan masing-masing unit kerja melakukan seleksi internal

kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan dari
unit kerjanya berdasarkan kriteria Agen Perubahan sesuai poin 2.1.
Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada pimpinan

masing-masing unit kerja.

. Hasil seleksi internal pimpinan unit kerja disampaikan kepada Tim

RBI Instansi Pemerintah.

. Tim RBI Instansi Pemerintah melakukan penelahan atas hasil

seleksi internal pimpinan unit kerja. Penelaahan lebih ditekankan
pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan.

Dalam proses penelahan ini Tim RBI dapat melakukan klarifikasi
kepada pimpinan unit kerja dan individu yang diusulkan. Apabila
diperlukan penilaian yang lebih khusus oleh Tim RBI, kebijakannya

diserahkan oleh pimpinan masing-masing instansi pemerintah.

2) Tahap Assesment oleh Tim RBI. Individu Agen Perubahan yang telah
terpilih pada tahap penjaringan awal selanjutnya dilakukan
assesment. Pelaksanaan assesment dilakukan dengan memperhatikan

hal sebagai berikut :



a. Assesment dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian
dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai Agen
Perubahan.

b. Penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan biaya
tinggi.

c. Hasil Assesment digunakan sebagai bagian bahan pertimbangan
pimpinan Instansi Pemerintah selain hasil seleksi penjaringan awal
dalam menetapkan seorang individu dapat menjadi Agen Perubahan,
serta untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan
dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen
Perubahan.

3) Tahap Penetapan Formal oleh Pimpinan Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil seleksi penjaringan awal dan assesment,
selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penetapan
secara formal individu-individu sebagai Agen Perubahan di lingkungan
Instansi Pemerintah masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan
dalam penetapan formal adalah:

a. Penetapan formal dilakukan dengan surat keputusan pimpinan
instansi pemerintah.

b. Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah, minimal berisi tentang
daftar individu yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan, peran,
tugas dan fungsi Agen Perubahan serta jangka waktu Agen

Perubahan.



3.1

3.2

3.3

BAB III
PERAN, TUGAS DAN MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan tugas Agen Perubahan :

a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh
pegawai di lingkungan wunit kerjanya masing-masing tentang
pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih
baik;

b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan
menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi
kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang
menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja
menuju unit kerja yang lebih baik.

d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses
perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara
pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait
dengan proses perubahan.

e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua
arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para

pengambil keputusan; dan

PENGORGANISASIAN AGEN PERUBAHAN

Peran dan tugas Agen Perubahan dan Forum Agen Perubahan
melekat pada peran, tugas dan fungsi individu Agen Perubahan dalam
unit organisasinya ~masing-masing, sehingga tidak diperlukan

pembentukan unit organisasi struktural baru.

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Mekanisme kerja Agen Perubahan perlu ditetapkan agar diperoleh
harmonisasi dan sinergitas gerak langkah antar komponen organisasi
dalam melakukan perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah.
Mekanisme kerja Agen Perubahan yang perlu ditetapkan adalah: 1)
mekanisme kerja Agen Perubahan dengan pimpinan Instansi Pemerintah
dan pimpinan unit kerja masing-masing; 2) mekanisme kerja Agen
Perubahan dengan Tim RBI Instansi Pemerintah; 3) mekanisme kerja Agen

7-



Perubahan dengan sesama Agen Perubahan; 4) mekanisme kerja Agen

Perubahan dengan pegawai lainnya.

1) MEKANISME KERJA DENGAN PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH

a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan
Instansi Pemerintah selaku pihak yang menetapkan.

b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak
harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.

c. Berdasarkan atas rencana tindak yang telah disetujui tersebut, Agen
Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara
berkala kepada pimpinan instansi pemerintah dengan tembusan
kepada pimpinan unit kerja dan Tim RBI.

d. Pimpinan Instansi Pemerintah dan wunit kerja memonitor secara
berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di unit
kerjanya, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam
melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun
sumber-sumber yang dibutuhkan.

e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen
Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan
alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.

f. Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan arahan dan solusi kepada
Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen

Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2) MEKANISME KERJA DENGAN TIM RBI INSTANSI PEMERINTAH

a. Tim RBI di masing-masing Instansi Pemerintah khususnya yang
terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan para Agen
Perubahan. Koordinasi Tim RBI dengan Agen Perubahan dilakukan
pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak; tahap
pelaksanaan melalui melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana tindak secara berkala dan tahap pengembangan melalui
pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan lainnya.

b. Tim RBI di masing-masing Instansi Pemerintah khususnya yang
terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar
Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran
pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk mereplikasi

kemajuan yang diperoleh disatu unit kerja ke unit kerja lainnya.



3) MEKANISME KERJA DENGAN SESAMA AGEN PERUBAHAN LAINNYA

a. Individu Agen Perubahan dalam suatu unit kerja/organisasi dapat
bergabung dalam Forum Agen Perubahan pada tingkat unit
kerja/organisasi.

b. Forum Agen Perubahan pada tingkat unit kerja/organisasi bergabung
dalam sebuah Forum Agen Perubahan pada tingkat Instansi
Pemerintah.

c. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi Agen Perubahan untuk
melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta
untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.

d. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan

penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

4) MEKANISME KERJA DENGAN PEGAWAI LAINNYA

a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan
dilingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang
telah ditetapkan.

b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang
rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi
birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing
kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin
dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll

c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen
Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak
individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan
perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja

organisasi.

Mekanisme kerja poin 1) s/d 4) dapat dikembangkan oleh masing-masing

Instansi Pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

3.4 RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
Agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta
dapat diukur keberhasilannya, maka Agen Perubahan wajib menyusun
rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Rencana tindak Agen Perubahan adalah rencana tindak individu dan
kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen
Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam

unit kerja masing-masing maupun pada tingkat Instansi Pemerintah.
0.



.Rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan Instansi
Pemerintah dengan tembusan kepada Tim RBI dan pimpinan unit kerja.

. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus sesuai dengan
kebutuhan di unit kerja organisasi. Oleh karena itu, Substansi rencana
tindak Agen Perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu
strategis, rencana aksi dan roadmap RBI masing-masing Instansi

Pemerintah.

. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan
prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :

1) Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil
yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;

2) Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan
target agar dapat diukur keberhasilanya;

3) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya
yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;

4) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu
yang jelas.

. Rencana tindak Agen Perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan
sasaran kerja pegawai (SKP) individu pegawai .
. Bentuk formulir rencana tindak Agen Perubahan sesuai dalam tabel 1,

dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing Instansi

Pemerintah.
Tabel I. Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun ....
PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI RENCANA TINDAK
NO NILAI KETERANGAN
ORGANISASI NDIKATOR
SASARAN | “pooocia | TARGET | KEGIATAN | WAKTU
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Keterangan:

(1) diisi nomor urut.

(2) diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan
organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen
Perubahan.

(3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai
oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu.
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(4) diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai
pada kolom (3).

(5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai
indikator kinerja pada kolom (4).

(6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen
perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin
dicapai.

(7) diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

(8) diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan
penjelasan.

*Catatan: Bentuk tabel dapat disesuaikan dengan kebutuhan
3.5 PELAKSANAAN RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
Berdasarkan pada rencana tindak yang telah ditetapkan, Agen
Perubahan melaksanakan rencana tindak yang telah ditetapkan secara
konsisten dan penuh kesungguhan. Pelaksanaan rencana tindak
hendaknya dapat diadministrasikan sehingga dapat dimonitor dan

evaluasi perkembangannya.
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4.1.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN
1) PEMBINAAN
Pembinaan dilakukan terhadap Agen Perubahan yang bersangkutan.
Pembinaan terhadap Agen Perubahan dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang
materinya meliputi :
a. Pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
b. Pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-
nilai inti organisasi lainnya,;
c. Teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain; dan
d. Materi lainnya yang terkait dengan subtansi program reformasi
birokrasi;

e. Pelayanan Publik

2) PENGHARGAAN

4.2.

Guna memberikan motivasi kerja, perlu diberikan penghargaan
kepada Agen Perubahan yang dianggap berprestasi dan berintegritas.
Penghargaan tersebut dapat berupa: pemberian fasilitas kerja; pemberian
kesempatan melakukan studi banding dalam/luar negeri; tugas belajar;
atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang wajar, yang bila
memerlukan biaya berasal dari sumber yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan.

PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pengembangan terhadap Agen Perubahan dilakukan dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu Agen
Perubahan sehingga mampu melaksanakan perannya dengan baik dan
meningkatkan kuantitas jumlah individu yang mau dan mampu menjadi
Agen Perubahan.

Pengembangan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan
integritas individu Agen Perubahan dalam melaksanakan perannya, dapat
dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kemampuan antara lain
berupa: pelatihan; benchmarking; workshop; seminar; Focus Group
Discussion, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan untuk peningkatan
jumlah Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah dilakukan melalui
rekrutmen baru secara berkala setahun sekali dengan mengacu pada

pedoman ini.

-12-



BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Untuk konsistensi Agen Perubahan dalam melakukan proses perubahan
melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala.
1. Subtansi Monev
a. Monev secara berkala atas pembangunan Agen Perubahan perlu
dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil
atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik (feedback)
perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang
andal. Oleh karena itu, pelaksanaan monev perlu difokuskan pada
perkembangan pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah
disusun. Apabila terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
rencana tindak implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat
menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada
pimpinan secara tertulis langsung dan berjenjang.
b. Bentuk formulir monev sesuai dengan dalam tabel II, dan dapat

dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

Tabel II. Monev Rencana Tindak Agen Perubahan Tahun .....

RENCANA

PERUBAHAN YANG INGIN DICAPAI TINDAK REALISASI ATAS KETERANGAN
o ORé‘-‘{;?;ASI INDIKATOR | TARGET TARGET Hambatan/Ke
SASARAN KINERJA KINERJA KEGIATAN KINERJA KEGIATAN ndala/ UsPlan
Solusi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Penjelasan:

(1) diisi nomor urut

(2) diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan
organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku Agen
Perubahan.

(3) diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai
oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu.

(4)diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai
pada kolom (3).

(5)diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai

indikator kinerja pada kolom (4).
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(6) diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen
perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin
dicapai.

(7) diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang
telah ditetapkan rencana tindak Agen perubahan.

(8) diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan
rencana tindak Agen Perubahan.

(9) diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan

pemecahannya.

2. Pihak Yang Melakukan Monev
Monev berkala dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Monev internal
dilakukan sendiri oleh masing-masing oleh Agen Perubahan, dan Monev

eksternal dilakukan oleh Pimpinan/Tim RBI

3. Mekanisme Pelaporan Monev
Mekanisme pelaksanaan monev dilakukan sejalan dengan pelaksanaan
rencana tindak Agen Perubahan, yaitu sebagai berikut:
1) Monev Internal Agen Perubahan

a. Setiap Agen Perubahan memonitor perkembangan capaian hasil dan
proses pelaksanaan rencana tindak Agen Perubahan yang telah
ditetapkan.

b. Hasil pelaksanaan monev dituangkan dalam bentuk laporan tertulis
secara sederhana. Laporan monev minimal memuat informasi
perkembangan pelaksaaan rencana kerja Agen Perubahan,
permasalahan/hambatan dan kendala yang dihadapi serta usulan
alternatif pemecahan masalah/hambatan dan kendala.

c. Laporan monev disampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah,
dengan tembusan pimpinan unit kerja dan tim RBI.

2) Monev Eksternal Agen Perubahan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan monev

eksternal adalah :

a. Pelaksanaan monev dilakukan secara berkala dan tahunan

b. Pelaksanaan monev dilakukan melalui penelahan laporan yang

diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang
diperoleh langsung di lapangan

c. Mekanisme monev secara khusus dapat diatur oleh masing-masing

Instansi Pemerintah.
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4. Tindak Lanjut Hasil Monev
Berdasarkan hasil Monev, Pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban
memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Agen Perubahan

terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam

mengimplementasikan rencana tindaknya.
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BAB V
PENUTUP

Salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan
reformasi birokrasi dalam hal perubahan pola pikir dan budaya anti korupsi
dalam lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata
dari individu anggota dan pimpinan organisasi. Perlu suatu aksi nyata yang
diimplementasikan dengan komitmen penuh agar penanaman nilai-nilai
tersebut berhasil diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Agen Perubahan yang
merupakan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat
pimpinan sampai dengan staf yang dapat dapat menggerakan perubahan
pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan
bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan
nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai Agen
Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan
menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan
dengan program yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan  dilaksanakannya  pembangunan Agen = Perubahan
diharapkan adanya peningkatan integritas individu anggota organisasi
sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; serta
adanya peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang
memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga
mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi

yang telah ditetapkan pada setiap Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di setiap instansi
pemerintah mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang bervariasi. Oleh
karena itu, pedoman ini digunakan sebagai acuan Instansi Pemerintah
dalam pembangunan Agen Perubahan yang penerapannya disesuaikan

dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik
ttd
Herma Suryatman

-16-



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS
Nomor : NOMOR 184 TAHUN 2021

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
(Pengarah Tim Pembangunan ZI)

Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol (Penanggung Jawab
Pembangunan ZI)

Perihal : Penyampaian Konsep SK Role Model/ Pimpinan dan Agen

Perubahan (Agent of Change) Unit Kerja Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol
Tanggal : 23 Juni 2021

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan usulan konsep Keputusan
Sekretaris Jenderal tentang penetapan Role Model/ Pimpinan dan Agen Perubahan
(Agent of Change) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro
Humas dan Protokol.

Sekiranya tidak ada koreksi/penyempurnaan, kami mohon perkenan Bapak
Sekretaris Jenderal untuk menandatangani konsep Surat Keputusan dimaksud.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut,

kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan

Digital Signature
mk1606360752210622022930
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NOTA DINAS
Nomor : 285/2300/HP/02/2022

Yth. :  Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari . Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal :  Penyampaian Usulan Tim Pembangunan Zona Integritas,

Role Model Pimpinan dan Agen Perubahan Unit Kerja Biro
Hubungan Masyarakat dan Protokol
Tanggal . 23 Februari 2022

Dengan hormat, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan
Protokol diusulkan menjadi salah satu unit kerja sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Sehubungan hal tersebut, Biro Humas dan Protokol telah melakukan rapat internal
pembahasan tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas, Role Model Pimpinan
dan Agen Perubahan di Biro Humas dan Protokol yang dilaksanakan pada hari Senin, 24
Januari 2022 di ruang rapat Biro Humas dan Protokol yang diikuti oleh sebagian besar pegawai
Biro Humas dan Protokol baik melalui luring maupun daring.

Adapun hasil keputusan rapat internal dimaksud, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Biro Humas dan Protokol akan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas

yang melibatkan sebagian besar pegawai Biro Humas dan Protokol;

2. Pembagian Tim Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Biro Humas dan Protokol
terbagi atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Koordinator Bidang Penguatan
Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Kualitas Layanan Publik , Koordinator
Bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem
Manajemen SDM, Sekretaris dan 6 (enam) bidang area zona integritas sesuai
dengan kompetensi masing-masing pegawai unit kerja Biro Humas dan Protokol;

3. Susunan Tim pada 6 (enam) bidang area zona integritas, sebagai berikut:

a. Tim Bidang Area Manajemen Perubahan
b. Tim Bidang Area Penataan Tata Laksana
c. Tim Bidang Area Penataan Sistem Manajemen SDM

d. Tim Bidang Area Penguatan Akuntabilitas
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e. Tim Bidang Area Penguatan Pengawasan
f. Tim Bidang Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Menyusun Surat Keputusan Role Model Pimpinan Biro Humas dan Protokol;
5. Menyusun Surat Keputusan Agen Perubahan Biro Humas dan Protokol.
Selanjutnya, kami mohon persetujuan Bapak Sekretaris Jenderal atas konsep Surat
Keputusan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas, Surat Keputusan Role Model
Pimpinan dan Surat Keputusan Agen Perubahan Unit Kerja Biro Humas dan Protokol

(terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut,

kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan

Digital Signature
mk-1155811311220222110251
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 190 TAHUN 2021

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Biro
Hubungan Masyarakat dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi, perlu dibangun komitmen untuk mewujudkan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi guna memberikan dukungan
terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara konstitusi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, diperlukan agen perubahan sebagai penggerak dan pendorong pola
pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

untuk menjadi lebih inovatif dan proaktif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
telah dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan telah
mendapatkan persetujuan untuk menetapkan sosok agen perubahan di Biro

Humas dan Protokol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang
penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021.
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 —2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 158);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen

Perubahan;
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8.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

11. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 180 Tahun
2021 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol;

2. Mekanisme Pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOKOL KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

Menetapkan Agen Perubahan (Agent of Change) Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun

2021:

No Nama NIP Jabatan
1. | Raisa Ayuditha 199303212018012001 | Analis Berita
Marsaulina
2. | Olfiziana Tri Hastuti 198601232009012001 | Analis
Kerjasama
Bilateral dan
Regional

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memenuhi 6 (enam)
kriteria pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) menurut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di

Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan
aturan disiplin dan kode etik;

e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;

f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya

peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

=] =

@ oo Digital Signature
7 e mk1606360752210622023101
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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

78 TAHUN 2022

TENTANG

AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2022

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Biro
Hubungan Masyarakat dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi, perlu dibangun komitmen untuk mewujudkan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi guna memberikan dukungan
terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara konstitusi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, diperlukan agen perubahan sebagai penggerak dan pendorong pola
pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

untuk menjadi lebih inovatif dan proaktif.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, maka Sekretaris Jenderal merasa perlu membuat Keputusan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang penetapan Agen
Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 158);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Budaya Kerja;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

11. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 180 Tahun
2022 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2022.

1. Berita Acara Pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol;

2. Mekanisme Pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) Biro Hubungan
Masyarakat dan Protokol.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN PROTOKOL KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2022

Menetapkan Agen Perubahan (Agent of Change) Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat
dan Protokol Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun

2022 kepada:

No | Nama dan NIP Pangkat/Gol Jabatan
Ruang
1. | Raisa Ayuditha Marsaulina Penata Muda/ Analis Berita
19930321 201801 2 001 (I11/a)
2. | Olfiziana Tri Hastuti Penata/ (Il/c) Analis Kerjasama
19860123 200901 2 001 Bilateral dan

Regional
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KEDUA . Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu memenuhi 6 (enam)

kriteria pemilihan Agen Perubahan (4gent of Change) menurut Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di

Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;

b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan
aturan disiplin dan kode etik;

e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;

f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya
peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

Digital Signature

Y .M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2022

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

mk-1995473162220222095338
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BERITA ACARA
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Nomor : 72.2/BA/HP/06/2021
Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di
Ruang Rapat Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Gedung 2 (dua) Mahkamah Konstitusi Biro
Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro Humas dan Protokol) secara luring telah dilaksanakan
pemilihan Agen Perubahan (4gent of Change) di unit kerja Biro Humas dan Protokol yang dihadiri oleh

Ketua, para Koordinator dan para Ketua Bidang dan dipimpin oleh Penanggung Jawab Tim.

Adapun kriteria pemilihan Agen Perubahan (4gent of Change) sesuai dengan ketentuan Bab II, Angka 2.1
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

i

Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan
kode etik;

e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;

f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mengacu pada pertimbangan kriteria tersebut, Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi sepakat dan secara aklamasi menetapkan 2 (dua) Agen Perubahan (4gent of Change) di unit

kerja Biro Humas dan Protokol, yaitu sebagai berikut:
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19860123 200901 2 001

No. | Nama dan NIP Pangkat/Gol Jabatan
Ruang
1. Raisa Ayuditha Marsaulina Penata Muda/ Analis Berita
19930321 201801 2 001 (Ill/a)
2. Olfiziana Tri Hastuti Penata/ (11l/c) Analis Kerjasama

Bilateral dan
Regional

Demikian berita acara mengenai pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) pada unit kerja Biro

Humas dan Protokol telah kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juni 2021

Mengetahui,

Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan
Kerjasama Dalam Negeri,

Fajar Laksono

Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC,
R.A. Indah Apriyanti

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat,

Mutia Fria Darsini

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan,
Hasri Puspita Ainun

Digital Signature
mk992996651210624015950

Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan
Kerja Sama Luar Negeri,

Sri Handayani

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Budi Wijayanto

Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri,
Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit

Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
dan Hubungan Antar Lembaga,

Yossy Adriva

Kepala Sub Bagian Protokol,
Gunawan
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BERITA ACARA
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Nomor : 20.1/BA/HP/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua,
bertempat di Ruang Rapat Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Gedung 2 (dua) Mahkamah
Konstitusi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro Humas dan Protokol) secara luring telah
dilaksanakan pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) di unit kerja Biro Humas dan Protokol
yang dihadiri oleh Ketua, para Koordinator dan para Ketua Bidang dan dipimpin oleh Penanggung

Jawab Tim.

Adapun kriteria pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) sesuai dengan ketentuan Bab II,
Angka 2.1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi
Pemerintah, sebagai berikut:
a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
c. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
d. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin
dan kode etik;
e. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
f. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas

pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Mengacu pada pertimbangan kriteria tersebut, Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi sepakat dan secara aklamasi menetapkan 2 (dua) Agen Perubahan (Agent of
Change) yang saat ini telah ada di Biro Humas dan Protokol untuk secara berkelanjutan memberikan
pengaruh positifnya dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja Biro

Humas dan Protokol, yaitu sebagai berikut:

No. | Nama dan NIP Pangkat/Gol Jabatan
Ruang

1. Raisa Ayuditha Marsaulina Penata Muda/ Analis Berita
19930321 201801 2 001 (11l/a)
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2. Olfiziana Tri Hastuti Penata/ (I11l/c) Analis Kerjasama
19860123 200901 2 001 Bilateral dan
Regional

Demikian berita acara mengenai pemilihan Agen Perubahan (4gent of Change) pada unit kerja Biro

Humas dan Protokol telah kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Januari 2022
Mengetahui,
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Kepala Biro Humas dan Protokol,

Heru Setiawan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan

Kerjasama Dalam Negeri,

Fajar Laksono

Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap
AACC,

R.A. Indah Apriyanti

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat,

Mutia Fria Darsini

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan,

Hasri Puspita Ainun

Digital Signature
mk-518411213220425102332

Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan

Kerja Sama Luar Negeri,

Sri Handayani

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan
Protokol,

Budi Wijayanto

Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri,

Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit

Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri

dan Hubungan Antar Lembaga,

Yossy Adriva

Kepala Sub Bagian Protokol,

Gunawan
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RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2021

\ Peran Perubahan Yang Ingin Dicapai Rencana Tindak Ket.
o. :
Perubahan Sasaran Inc.llkaFor Target Kegiatan Waktu
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Menyusun
rencana program
"Kata Kita" yang
akan dilaksanakan Juni 2021
di lingkungan Biro
Humas dan
testimoni di Biro Humas
Fungsi mengenai dan Protokol
Penghubung kenyamanan telah . ASN dan
. bekerja dan menyam!:)a|kan PPNPN di
Fungsi . aspirasi dan )
1 | Mediator peningkatan testimonnya Biro
kinerja di Biro mengenai Humas | 2. Menyusun dan
Fungsi Humas dan . kenyamanan dan mempe'roleh
Pemberi Protokol melalui bekerja dan Protokol persetUJuan.
. penyebaran dan . konsep kuesioner
Solusi pengolahan pel.'nng.katén sebelum dan
kusioner "Kata kmc?rja di setelah Juli 2021
Kita" unitnya pelaksanaan
Rencana Aksi Agen
Perubahan di Biro
Humas dan
Protokol
3. Membagikan
kuesioner sebelum
dan setelah
pelaksanaan Juli 2021

Rencana Aksi Agen
Perubahan di Biro
Humas dan
Protokol




4. Mengolah
kuesioner sebelum
dan setelah
pelaksanaan
Rencana Aksi Agen
Perubahan di Biro
Humas dan
Protokol

Juli dan
Desember
2021

5. Sosialiasi dan
tindak lanjut hasil
pengolahan
kuesioner kepada
ASN dan PPNPN di
Biro Humas dan
Protokol

Juli dan
Desember
2021

Fungsi
Katalis

Fungsi
Penggerak
Perubahan

Fungsi
Penghubung

Fungsi
Mediator

Meningkatnya rasa
kebersamaan dan
kekeluargaan
antar pegawai di
Biro Humas dan
Protokol melalui
program "Dari HP,
Oleh HP, Untuk
HP"

Setiap pegawai
di Biro Humas
dan Protokol
merasakan
lingkungan
bekerja yang
aman, nyaman,
penuh
kebersamaan
dan
kekeluargaan.

ASN dan
PPNPN di
Biro
Humas
dan
Protokol

1. Menyusun
rencana program
"Dari HP, Oleh HP,
Untuk HP" yang
akan diterapkan di
lingkungan Biro
Humas dan
Protokol.

Juli 2021

2. Membentuk
grup WhatsApp
bagi seluruh
pegawai di Biro
Humas dan
Protokol, yang
akan diberi nama
"Apa Kabarmu?"

Juni - Juli
2021

3. Menyampaikan
kepada setiap
bagian mengenai
pentingnya
membiasakan
dialog kinerja dan
sharing session
secara berkala di
bagian masing-
masing (mingguan,
bulanan)

Juli 2021

4. Menyiapkan dan
mengajukan
konsep kegiatan
"HP on Call"
kepada pimpinan

Juli -
Desember
2021




Biro Humas dan
Protokol

5. Menginisiasi
kegiatan
pertemuan
triwulan "HP on
Call" bagi seluruh
pegawai di Biro

Humas dan Juli -
Protokol. Setiap Desember
Bagian di Biro 2021
Humas dan
Protokol akan
menjadi Host
secara bergiliran
pada setiap
pertemuan.
1. Menyusun
rencana aksi
program "English
Frivayl"yangakan | 5091
diterapkan di
lingkungan Biro
Setiap pegawai Humas dan
di Biro Humas Protokol
dan Protokol 2. Melakukan
semakin koordinasi dengan
Meningkatnya nyaman dan setiap bagian di
Fungsi kemampuan terampil ASN dan | Biro Humas dan
Katalis berbahasa Inggris | menggunakan PPNPN di | Protokol mengenai | Juli2021
pegawai Biro Bahasa Inggris Biro kebijakan
Fungsi Humas dan dengan Humas penerapan
Penggerak Protokol melalui berinteraksi dan program "English
Perubahan program "English (langsung atau Protokol | Friyay!"
Friyay!" virtual) 3. Menyusun
menggunakan konsep dan
bahasa Inggris mengusulkan
setiap hari penayangan
Jumat pengumuman di
grup "Apa Juli 2021
Kabarmu?" dan
signage Gedung 2
MK mengenai
penerapan

"English Friyay!"




4. Menyusun,
menyebarkan
materi yang
menarik, dan
mendorong
penggunaan
bahasa Inggris
sehari-hari kepada
seluruh pegawai di
Biro Humas dan
Protokol melalui
grup WhatsApp
setiap Jumat

Juli -
Desember
2021

Fungsi
Katalis

Fungsi
Penggerak
Perubahan

Meningkatnya
kesadaran dan
kerelaan pegawai
di Biro Humas dan
Protokol dalam
menerapkan
protokol
kesehatan melalui
program "Sayangi
Diri dan
Sekitarmu"

Setiap pegawai
di Biro Humas
dan Protokol

tertib
menerapkan
protokol
kesehatan di
lingkungan Biro
Humas dan
Protokol

Seluruh
pegawai
(ASN,
PPNPN,
dan
Tenaga
Kontrak) di
Biro
Humas
dan
Protokol

1. Menyusun
rencana aksi
program "Sayangi
Diri dan
Sekitarmu" yang
akan diterapkan di
lingkungan Biro
Humas dan
Protokol

Juni 2021

2. Menyampaikan
kepada setiap
bagian mengenai
pentingnya
menerapkan
budaya 5M

Juli 2021

3. Menyusun
konsep dan
mengusulkan
penayangan
pengumuman di
signage Gedung 2
MK mengenai
program "Sayangi
Diri dan
Sekitarmu"

Juli 2021

4. Sosialisasi
program "Sayangi
Diri dan Sekitaru"
di sighage Gedung
2 MK dan melalui
grup WhatsApp

Juli -
Desember
2021

Fungsi
Penggerak
Perubahan

Meningkatnya
kesadaran,
pemahaman, dan
penerapan nilai-
nilai ZI di Biro
Humas dan

Setiap pegawai
di Biro Humas
dan Protokol
sadar, paham,
dan bersedia

ASN dan
PPNPN di
Biro
Humas
dan
Protokol

1. Menyusun
rencana aksi
program "Bersama
Kita Berubah" yang
akan diterapkan di
lingkungan Biro

Juni 2021




Protokol melalui
program
"Bersama Kita
Berubah"

menerapkan
nilai-nilai ZI

Humas dan
Protokol

2. Mendorong
secara verbal
kepada setiap area
untuk peduli dan
terus-menerus
menindaklanjuti
seluruh rencana
kerja yang telah
disusun

Juli 2021

3. Menginisiasi
Monev
Pelaksanaan ZI di
Biro Humas dan
Protokol

September
2021




NOTA DINAS
Nomor: 18/2330/0T.03/05/2022

Kepada : Kepala Biro Humas dan Protokol

Dari : Ketua Tim ZI Biro Humas dan Protokol

Perihal : Penyampaian Program Kerja Agents of Change (AoC)
Tanggal : 24 Mei 2022

Dengan hormat, dalam rangka mensukseskan program pencapaian predikat Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) di lingkungan Biro Humas dan Protokol, bersama ini kami sampaikan
program kerja Agents of Change (AoC) Tim Zona Integritas Biro Humas dan Protokol

hingga 15 Juni 2022, yakni sebagai berikut.

1. Penyusunan dan pengunggahan konten “English Friyay” sebanyak 3 kali setiap hari

Jumat, yakni pada tanggal 27 Mei, 3 Juni, dan 10 Juni 2022;

2. Penyusunan dan pengunggahan poster kesehatan dalam rangka program “Sayangi

Diri dan Sekitarmu” sebanyak 1 kali pada tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyusunan dan pengunggahan teaser Biro HP on Call pada tanggal 2 Juni 2022;

4. Pelaksanaan Biro HP on Call pada tanggal 7 Juni 2022 pukul 09.00 WIB secara
hybrid.

Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima

kasih.

Ketua Tim ZI Biro Humas dan Protokol, Sri Handayani

Digital Signature
mk833987412220524104816
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1538/0T.03/07/2021 19 Juli 2021
Perihal . Undangan Sosialisasi Program Kerja
Agent of Change Biro HP

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
(Daftar Nama Terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka pembentukan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Biro Humas dan
Protokol, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/lbu untuk hadir dalam sosialisasi

program kerja Agent of Change melalui daring pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Juli 2021
Waktu : pukul 13.00 WIB
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Humas dan Protokol

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/lbu, kami sampaikan

terima kasih.

Ketua Tim ZI Biro Humas dan Protokol,
Sri Handayani

Digital Signature
mk1445784945210719050617
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Lampiran undangan Nomor: 1538/0T.03/07/2021

Daftar peserta rapat:
1. Heru Setiawan

2. Sri Handayani

3. Fajar Laksono

Budi Wijayanto
Yossy Adriva

Mutia Fria Darsini
R.A. Indah Apriyanti

Immanuel B B Hutasoit

w L N o U Bk

Gunawan
10. Hasri Purpita Ainun
11. Olfiziana Tri Hastuti

12. Raisa Ayuditha
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KATA

(Sub Bagian)




Kuantitatif
Z)d(]n

Kudilitatit

Melihat Secara Utuh



/\ “Atasan mau mendengar dan

suportif, tidak cuma
memerintah saja.”

“Mendapat ilmu dan
Kata +

—> pengalaman baru yang jauh

- berbeda dari latar belakang
h @ Usaha
% “Kekeluargaan dan saliné0$

membantu.”

Pimpinan



/\ “Sulit menyeimbangkan

kondisi pribadi, di sisi lain ada
tuntutan untuk zero mistake.”

K G — S “Terkadang terjadi

| @ U S ah a miskomunikasi.”
% 5 dari 10 responden TUP

mengatakan “Tidak Ada”

Pimpinan



/\ “Hubungan kerja yang sangat

baik antar atasan dan
bawahan.”

K G + 5 "“Rekankerja yang asik dan

drotokol
J (0

“Penuh tantangan.”



Kata

(ot}kol

9 .

“Jam kerja yang tidak
menentu.”

“Kurangnya waktu dengan
keluarga.”

“Kadang dihinggapi rasa
bosan dan jenuh.”



X X

Kata +
Sektap

AACC

N

_

“Lingkungan kekeluargaan
dan profesionalisme.”

\

)

-

.

“...bertemu dengan banyak
orang.”

~

}/




X X N -

“Birokrasi.”

Kata
Sektap

[ “Pembagian tugas tidak )

merata, alur koordinasi
A AC C _ yang kurang dan kebijakan

yang berubah-ubah.”




X X N

Kata +
Kerja Sama Luar

Negeri

~
“Keakraban pegawai,
tupoksi yang tidak
- membosankan.” -
! “Kesempatan yang relatif R
lebih terbuka untuk \/
bersinggungan dengan
_ kemajuanyang terjadidi

luar sana.”



% “Smoking, kesenjangan h

workload: desk-bound;

L kurang kesempatan p

mengembangkan potensi.”

Kata
Kerja Sama luar

terkecil sibuk focus dengan
N e g e ri . rutinisme layanan masing-

masing.”




“Jabatan saya sesuai dengan
/\ latar belakang pendidikan
juga lingkungan kerja yang
menyenangkan.”

K G + 5 "Adakerjasama antarteman

L,
Masyarakat

“Kebersamaan.”



Masyarakat

9 .

“Ritme kerja, tantangan
kerja.”

“Jelas dalam penugasan.”



Kata

Hubungan
/

Masyarakat

9 .

“Kurangnya koordinasi
antaratasan sehingga
mengganggu pola kerja
bawahan.”

“Terkadang kurangnya
komunikasi antarpersonal
dan antara atasan dan

bawahan.”
“Kurang mendapatkan

pelatihan dan tidak
mendapat dukungan alat
kerja.”



Kata
Hubungan

Masyarakat

9 .

“Kurang mendapatkan
pelatihan dan tidak
mendapat dukungan alat
kerja.”

“Ruang improvisasi yang
agak terbatas.”

“Teman yang toxic."”



/\ “Pimpinan yang baik serta

rekan kerja yang bisa diajak
kerja sama.”

Katga +

h @rj/a Sama Dalam
% “Pekerjaannya.”

Neger!



/\ “Pemberitahuan(kegiatan

KSDN) yang mendadak.”

Kata

1 @j/a Sama Dalam
% “Menerima pekerjaan tanpa

arahan yang jelas tentang

N e g e rl pekerjaan itu sendiri dan apa

yang harus dilakukan.”



Kata..Mutiara(?)
Seseorang di Bir

HP

0

\

P

Secara umum, tim di biro HP
terlalu besar. Secara teori,
tim yang besar, maka free
riders juga banyak. Maka

dibutuhkan pemimpin
untuk mengorganisasi tim
yang besar, bukan sekadar

pimpinan.”




Jadl,

KA+A PERAN
KITA?




Samakan
Dulu

Pemahaman
X

Harmonious workplace
for
(¢ excellent work performance



emaharm [REFENDANAaN
X

Makna Hatl

to occupy your given space In the
world—not to overestimate
yourself or your abllities, and to
L, not underestimate them either.”



Terima
kasinh )




Pssst...
No Talk, Change

Only
2 o 2%

Monday, 26 July ’ i [
* j

2021
= N \/Vﬁ




Meet the Agents

Missions

&

Interest:
. Strateglc. . m Kata Kita
Communication
« Conflict Resolution &
0 ) )
World Peace 20% 20% m Dari HP, Oleh HP,
« Cats Untuk HP

English Friyay

® Sayangi Diri dan
Sekitarmu

\l/
h'4 ® Bersama Kita
Berubah
Interest:
» Biblical Narratives
and Wisdom
* Anime

* Fashion & Style




What We Have in Biro HP? What Benefits?

+ Skilled A Diverse
Employees

Team

Supportive

Environment
Productivity

(T
A &




RESPONDENTS

Sub bagian dimana saya bekerja:
69 responses

@ (Kepala Biro)

@ (Kepala Bagian)

@ Tata Usaha Pimpinan

@ Protokol

@ Hubungan Masyarakat

@ Kerja Sama Dalam Negeri
@ Sekretariat Tetap AACC
@ Kerja Sama Luar Negeri



KATA KITA OVERALL RESULT

A. Duration

Lama bekerja di Biro Humas dan Protokol (2021 - Tahun Masuk)

69 responses

10.0
10 "
75 Count: 10
6 (8.‘7%) 6 (8.7%)
5.0 4 (5.8%)
3 (4.3%) | 3 (4.3?(.4.‘3%) 3 (4.3%) 3 (4.3%(4.3%)
2 52 (2.9%) 2 (2.9%) ‘ ! 2 (2.9%) .
’ 1(1.4%) 1 (1.‘4%) 1 (1.‘-1‘?(.1_ .‘4%)‘ 1 (1.4%(1.4%) 1(1.4%) 1 (1.4961.14%(1.4%) 1(1.4%(1.49
\ \ | \
0.0
1 3 4 7 09 11 14 15 18

46,4 %

Bekerja > 11 tahun

Bekerja 6-10 tahun

27,5 %

Bekerja 1-5 tahun



KATA KITA OVERALL RESULT

B. Abilities
Saya bisa melakukan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepada saya. 9 7 : 1 /O
69 responses

0 Sangat bisa dan

37 (53.6%) b | sa
%0 30 (43.5%)
: 2,9 %
)
10 _
0(9%) 2 (2.9%) 0(0%) Kesulitan

0



C. Passion

KATA KITA OVERALL RESULT

Saya suka melakukan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepada saya.

69 responses

40

30

20

10

1(1.4%)

1(1.4%)

6 (8.7%)

25 (36.2%)

36 (52.2%)

0

3

52,1 %

Sangat menyukai

Rata-rata
menyukai

1,4 %

Tidak menyukali



D. Self-Assured part 1

Saya merasa mudah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepada saya.

69 responses

40

30

20

10

1(1.4%)

0 (0%)

6 (8.7%)

37 (53.6%)

25 (36.2%)

0

KATA KITA OVERALL RESULT

36,2 %

Sangat mudah

Mudah

8,7 1,5
Bigsa @@H

saja



KATA KITA OVERALL RESULT
D. Self-Assured part 2
85 %

Pekerjaan selesai
dengan optimal

Saya telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dipercayakan kepada saya dengan optimal.
69 responses

30
23 (33.3%) 23 (33.3%)

20
13 (18.8%)

0 Pekerjaan selesai
0% T 0w 0w 1 2N dengan standar

2 %

Pekerjaan tidak
selesai dengan

Antirm al




KATA KITA OVERALL RESULT
E. What Motivates My Work Performance? 3 1 %

Faktor yang menurut saya mendukung kinerja saya saat ini. Inter p ersonal Relationshi p
69 responses
Lingkungan kerja secara fisik (... —40 (58%)
Dukungan atasan langsung (su... 44 (63.8%)
Hubungan personal dan profesi... 55 (79.7%)
Keamanan dan keselamatan k... 31 (44.9%) .
Dukungan keluarga| —1 (1.4%) Support from direct
kemampuan, pengalaman dan...| —1 (1.4%) .
Percaya diri dan yakin| —1 (1.4%) Su p ervisor
kenyamanan dalam menjalin k...| —1 (1.4%)
Dua struktural dibawah saya yg... 1(1.4%)
Fasilitas hardware dan softwar... 1(1.4%)
Skill dan pengalaman dari peke... 1(1.4%)

0 20 40 60 Working facilities



F. What Motivates Biro HP’s Performance?

Faktor yang menurut saya mendukung kinerja Biro Humas dan Protokol saat ini.

69 responses

Lingkungan kerja secara fisik (...
Dukungan atasan langsung (su...
Hubungan personal dan profesi...

Keamanan dan keselamatan k...

Dukungan keluarga

Semua manusia di biro HP, me...

Berusaha untk komunikasi

pola komunikasi dan pola koor...

0

1(1.4%)
1(1.4%)
1(1.4%)

1(1.4%)

42 (60.9%)
41 (59.4%)

30 (43.5%)

20 40

54 (78.3%)

60

KATA KITA OVERALL RESULT

31,5 %

Interpersonal
Relationship

24,6 %

Working facilities

23,9 %

Support from direct supervisor

17,6 %

Working securities



Harmonious Workplace --> Excellent Work
Performance?

Employees

* Interpersonal communication
* Understand their job
« Willingness to progress

Leaders

» Ethical Leadership
* Fully inclusive,
respect differences

» Building trust

Working Facilities

* Equipment support

» Working securities (safety,
financial stability)

»  Opportunities

/ .

Biro HP




Biro HP: Apa Kabarmu?

Afina, Bram, Bu, Dewi, Fuad, Halim, Ifa, Intan, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, ...

Mb Ofi MK

BIRO HP: APA KABARMU?
ENGLISH FRIYAY 2022

HAVE

Ke Jakarta dari stasiun Tugu
Sambil ngemil kue putu
Setelah bekerja satu minggu
Jangan lupa besok sabtu

Bapak, Ibu, Abang, Kakak di Biro
HP,

Selamat berakhir pekan dengan
hati gembira.

Sampai jumpa Senin!
#choosetobehappy #englishfriyay

8:01 pm

v

Raisa MK

-

e

e

LL X )



Biro HP: Apa Kabarmu?

Afina, Bram, Bu, Dewi, Fuad, Halim, Ifa, Intan, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, Mas, ...

it e e et 4:28 pm

Mb Ofi MK

Biro HP: Apa Kabarmu? #EnglishFriyay

Uk Gronsef

Keep you spirit! (Tetap semangat!)
Keep your chin up! (Tetap semangat!)
Pull yourself together! (Kendalikan dirimu!)
Hang in there! (Tetap bertahan!)

Sumber gambar: istock

Menuju semester Il tahun anggaran, biasanya
Biro HP semakin memuncak kesibukannya. Ada
yang lelah, ada yang empet, ada yang pasrah.
Ada yang masih semangat? Bagus kalau begitu!
Apa ya ucapan gaul dalam bahasa Inggris untuk
menyemangati diri di pertengahan tahun ini?

518 pm

v

#englishfriyah #birohpistimewa 5:18 pm

Mb Dhini Sayu

Overdosissssss #eh .., om

Mb Ofi MK

@ Type a message



4:18 ® N@O®.dE 40%

< -i-'u'- Biro HP: Apa Kabarmu? 3
" Abdul, Adam, Ade, Agung, Andhini, Annisa, Avicenn...

Selamat sore, Biro HP. Ofi-Raisa,
Agents of Change, hadir di sini.

Kenapa sih ada grup ini?
Penjelasannya engga bisa sebentar,
b bersabar sedikit utk membacanya ya.
A

» _  FYI, kita tidak memiliki grup yang
’ ' isinya seluruh orang biro. Dan grup ini

T diusulkan ada oleh agents of change
Biro HP, tapi bukan untuk koordinasi
pekerjaan lho. Jadi buat apa?

Visi kami sesederhana "Harmonious
Work Environment for Excellent
Performance”. Kami ngga ngoyo
mengharapkan Biro HP punya target
baru yang bisa dibanggakan hitam
di atas putih. Harapan kami, biro ini,
yang terdiri dari berbagai manusia
dengan keunikan, latar belakang,
kelebihan, dan kekurangannya bisa
lebih mengenal satu sama lain
sebagai manusia. Sehingga, kita
semua bisa merasakan kekeluargaan
yang sesungguhnya saat be... Read

A
v

ot 4:10 PM v
|-
® |Type a message Y B &
| i
< 5] [ ] . i





